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ABSTRAK

Tesis ini berangkat dari adanya keputusan yang menciptakan sejarah baru
bagi bangsa Indonesia. Hal ini terlihat melalui disahkannya Undang-Undang
Tentang Ibu Kota Negara Baru (IKN). Salah satu aspek penting pemindahan IKN
adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan IKN tersebut. Untuk keperluan IKN
tersebut Pemerintah membutuhkan wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142
hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Maka demikian
tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan bagi pemerintah untuk
mewujudkan hal demikian salah satunya ialah terkait dengan pengadaan lahan yang
secara langsung akan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Masalah ganti
kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah.
Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi
proses yang panjang, dan Dberlarut-larut sehingga akibatnya tidak adanya
kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu wilayah yang
terkena dampak pengadaan lahan ialah Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam
Paser Utara. Maka demikian penyusun akan menjelaskan hal tersebut melalui dua
rumusan masalah yang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan di
Kecamatan Sepaku dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang
pelaksanaan ganti rugi di Kecamatan Sepaku.

Adapun penelitian yang digunakan yakni merupakan penelitian yuridis
empiris yang dilakukan untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat
atau implementasi hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di
masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan ini merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis dari data yang didapatkan dari responden sedangkan teknik
pengumpulan data yakni melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian pada tesis ini ialah, bahwa analisis terhadap pelaksanaan
ganti rugi pengadaan lahan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
dilakukan sesuai dengan prosedur pada aturan yang ada yakni dengan melakukan
penunjukan tim penilai hingga kepada musyawarah pada masyarakat. Kemudian
hasil penelitian yang kedua, terkait analisis pelaksanaan ganti rugi lahan, memang
terdapat beberapa masalah yang hadir, dari posisi pemerintah telah menyampaikan
sesuai dengan regulasi yang ada, namun demikian dari sisi masyarakat masih
banyak terdapat yang dirugikan dengan penetapan nilai kerugian yang diterima oleh
masyarakat. Jika bercemin dari hal demikian baik melalui hukum positif dan hukum
Islam sudah sepatutnya ganti kerugian harus memberikan rasa kepastian dan
keadilan bagi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaaan Lahan, IKN, Sepaku.



ABSTRACT

This thesis departs from a decision that created a new history for the
Indonesian nation. This can be seen through the passing of the Law Concerning the
New National Capital (IKN). One important aspect of relocating IKN is the
availability of land for the construction of the IKN. For IKN purposes, the
Government requires a land area of approximately 256,142 hectares and a sea area
of approximately 68,189 hectares. So of course this will create several challenges
for the government to make this happen, one of which is related to land acquisition
which will directly interact with the community. The issue of compensation is the
most sensitive component in the land acquisition process. Releasing regarding the
form and amount of compensation is often a long and drawn-out process, resulting
in a lack of agreement between the parties concerned. One of the areas affected by
land acquisition is Sepaku District, North Penajam Paser Regency. Therefore, the
authors will explain this through two problem formulations related to the
implementation of compensation for land acquisition in Sepaku District and the
juridical and normative analysis of the implementation of compensation in Sepaku
District.

The research used is empirical legal research carried out to analyze the
operation of law in society or the implementation of law in certain legal events that
occur in society. The approach used in this study is a qualitative approach. This
approach is a method of research analysis that produces analytical descriptive data
from data obtained from respondents, while the data collection technique is through
document study and interviews.

The results of the research in this thesis are that the analysis of the
implementation of compensation for land acquisition in Sepaku District, North
Penajam Paser Regency was carried out in accordance with the procedures in
existing regulations, namely by appointing an assessment team through community
deliberation. Then the results of the second research, related to the analysis of the
implementation of land compensation, indeed there are several problems that exist,
from the government's position it has conveyed in accordance with existing
regulations, however, from the community side there are still many who are
disadvantaged by determining the value of losses accepted by the community. If we
reflect on this, both through positive law and Islamic law, compensation for losses
must provide a sense of certainty and justice for each party.

Keywords: Compensation, Land Acquisition, IKN, Sepaku.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997
dan 0543b/ U/ 1998 tanggal 10 September 1987.
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< ba B Be
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d kha Kh ka dan ha
3 dal D De
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J ra R Er
J zai z Zet
g2 sin S Es
o syin Sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b t t te (dengan titik di bawah)




b= za z zet(dengan titik di bawah)
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¢ gain G Ge

o fa F Ef

dé qaf Q Ki
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a mim M Em

o nun N En

3 waw W We

o Ha H Ha
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iddah

C. Ta’ Marbutah

Bila ta’ marbugah ditulis h.

Hibbah

Jizyah

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap




(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila
dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
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Kasrah 1
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selasa 18 Januari tahun 2022 terciptanya sejarah bangsa Indonesia melalui
disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi
regulasi yang sah oleh lembaga eksekutif dan legislatif tanah air. Hal tersebut
berarti IKN akan berpindah dari DKI Jakarta ke IKN. Isu perpindahan IKN
bukanlah hal yang baru. Gagasan tersebut telah muncul sejak Presiden pertama
Indonesia Ir. Soekarno yang memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai
IKN yang kemudian ide tersebut tidak terwujud. Sehingga Ir. Soekarno memilih
DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan terbitnya Undang-Undang No. 10
tahun 1964 berisi mengenai pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota

Indonesia dengan nama Jakarta.

Salah satu aspek penting pemindahan IKN adalah ketersediaan lahan untuk
pembangunan KN tersebut. Untuk keperluan IKN tersebut Pemerintah
membutuhkan wilayah darat kurang lebih seluas 256.422 ha dan wilayah laut
kurang lebih 68,189 ha. Tanah dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda
namun tetap saling berkaitan. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa pembangunan
tidak mungkin terjadi tanpa adanya tanah.! Semakin pesat pembangunan di suatu

negara, maka semakin besar pula kebutuhan akan lahan yang luas.

! Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara atas Tanah, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 2009), him. 27.



Pembebasan lahan untuk inisiatif publik dan komersial, dengan cakupan yang
bervariasi, difasilitasi melalui kegiatan pembangunan infrastruktur memberi
peluang pengadaan lahan.! Sofyan A Djalil selaku Menteri ATR/BPN, menjelaskan
bahwa kawasan ibu kota baru nantinya akan dibagi menjadi tiga Kluster yaitu:
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Pemerintahan dan Kawasan
Pendukung.? Sebagian wilayah pembangunan IKN tersebut melibatkan hak hak
masyarakat setempat. Hal ini berarti Pemerintah akan melakukan pengadaaan tanah
untuk kepentingan pembangunan IKN. Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan
bahwa pengadaan lahan merupakan kegiatan menyediakan lahan dengan
memberikan kompensasi yang layak dan adil terhadap warga yang berhak.
Pemberian kompensasi ini karenakan karena lahan bisa dijadikan sebagai hak

personal, meskipun kepunyaan atas tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak.

Permasalahan kompensasi menjadi komponen paling sensitif dalam proses
pengadaan lahan. Penentuan besaran kompensasi sering kali memerlukan proses
cukup panjang karena kurangnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat.
Afan Gaffar, pengamat politik berpndapat persoalan lahan akan sering terjadi

apabila terdapat dua persoalan yang tidak terselesaikan di dalamnya. Pertama

! Bernardh Limbung, Politik Pertanahan Indonesia (Jakarta: Margareta Pustaka, 2014),
him. 272.

2"Luas Wilayah IKN 256Ribu Ha, Terbagi Jadi 3 Kluster" selengkapnya
https://finance.detik.com/properti/d-6019928/seluas-kawasan-ikn-256-ribu-ha-terbagi-jadi-3-
kluster. akses 5 April 2023.

% Sarah Roikoh, “Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum (kajian Komparasi antara
Hukum Islam didalam Konsep Maslahah Mursalah & Undang-undang RI No 2 tahun 2012),” Tesis,
Universitas Islam Indonesia (2013), him. 17.


https://finance.detik.com/properti/d-6019928/seluas-kawasan-ikn-256-ribu-ha-terbagi-jadi-3-kluster.%20akses%205%20April%202023
https://finance.detik.com/properti/d-6019928/seluas-kawasan-ikn-256-ribu-ha-terbagi-jadi-3-kluster.%20akses%205%20April%202023

adanya pelepasan lahan yang tidak didsarkan pada dialog dan yang kedua ialah

rendahnya kompensasi lahan yang disodorkan dari pemerintah.®

Persoalan pengadaan lahan sering melibatkan dua aspek yang harus
seimbang, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat. Pihak-pihak yang
masuk yakni pihak berwenang dan warga harus berbarengan memperhatikan dan
mematuhi peraturan terkait. Meski prosedur pengadaan tanah menganut asas
musyawarah, media massa kerap memberitakan bahwa permasalahan masih
muncul karena rasa tidak puas mantan pemilik lahan terhadap kompensasi yang
diterima. Ciri-ciri masalah yang sering muncul menimbulkan konflik dalam proses
pengadaan lahan adalah musyawarah antara perwakilan pemerintah dan pemilik

tanah serta aspek ganti rugi yang meliputi penetapan, pembayaran dan tata cara.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperkirakan mega proyek baru
IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dapat membuat
permasalahn tanah yang meluas. Roni Septian Maulana, Kepala Departemen
Advokasi Kebijakan KPA, membandingkan mega proyek ini dengan proyek
strategis nasional (PSN) lainnya, seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan
tol, dan pembangkit listrik tenaga air, yang juga banyak memicu konflik pertanian.
Terkait jumlah masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
mengidentifikasi setidaknya 20.000 orang akan terkena dampak pembangunan

mega proyek IKN pada akhir tahun 2021. Angka tersebut tidak termasuk jumlah

5 Abdurahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Lahan dan Pengadaan Lahan di
Indonesia, cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1991), him. 2.



lainnya. komunitas lokal yang belum termasuk di dalam komunitas adat, tetapi

memiliki ruang hidup yang kemungkinan besar juga luas, akan dicuri.®

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai ganti rugi lahan,
diantaranya UU No 2 2012 yang termuat di BAB VII pengadaan tanah, terdapat 3
jenis yaitu : pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pasal
123), perlindungan tanah pertanian pangan berkelanjutan (pasal 124) dan
pertanahan (pasal 125-147). Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai
ganti rugi lahan, namun masih seringkali terjadi permasalahan mengenai besarnya
nilai kompensasi yang diterima bagi pemilik lahan serta terkadang proses

pembayaran konpensasi yang tak jarang memakan waktu yang cukup lama.

Persoalan tanah bila dikaitkan pada syariat Islam juga mengajarkan untuk
menghormati milik orang lain, dan menghargai secara wajar sesuai ajaran hukum
Islam’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 86 yang

berbunyi:

Bluia o8 JS (e OIS dl o Lo 50 5l L sl 1 gamd Ay e 13)

Hukum Islam menekankan bahwa kaitan antara badan hukum publik dapat

memperoleh hak atas lahan dari pemegang hak atas lahan, sama halnya dengan

6 Vitorio Mantalean, "Proyek Ibu Kota Negara Dinilai Berpotensi Timbulkan Permasalahan
Agraria Secara
Luas"https://nasionalkompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyekikndinilaiberpotensi-
timbulkankonflikagraria-secara-luas, akses 10 April 2023.

7 Amimudin Sale, Hukum Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum, cet. ke-l
(‘Yogyakarta: Kreasi Media, 2007), him. 49.

8 QS. An-Nisaa’ (4): 86.
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badan hukum pribadi. Metodenya dengan mengadakan hubungan hukum antara
keduanya, seperti jual beli, barter dan proses lainnya yang mampu mengalihkan
kepe,milikan tanah. Dalam perikatan perdata seperti ini, keadilan antara hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak harus terjamin. Semua pihak yang terlibat tidak ada

yang boelh merasa dirugikan akbat terjadinya hukum tersebut.

Meskipun hukum positif telah mengatur tetang proses ganti rugi pengadaan
tanh untuk kepentigan umum, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi
permasalahan. Khusus di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 22 gugatan
mengenai keberatan atas kompensasi pengadaan lahan bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, 2 gugatan perbuatan melawan hukum dan 202 permohonan
konsinyasi yang di ajukan di Pengadilan Negeri Penajam.’ Gugatan tersebut
kemungkinan masih bisa bertambah karena perluasan pembangunan wilayah IKN

massif dilakukan oleh Pemerintah.

Angka tersebut di atas belum seluruhnya termsuk mengenai gugatan
keberatan atas ketidakpuasan warga. Mengingat lokasi yang dijadikan IKN baru
bukan hanya Kab.Penajam Paser Utara melainkan juga Kabupaten Kutai
Kartanegara yang sebagaian wilayahnya masuk ke dalam lokasi penetapan IKN.
secara administratif berbeda atau komptensi relatif pengajuan gugatan yang
berbebda. Sehingga terkait analisis yuridis dan normatif terhadap ganti rugi lahan
IKN menjadi persoalan penting untuk dibahas, khususnya pada penelitian ini akan

mengkaji pada Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara.

o “Sitem Informasi Penelusuran Perkara PN Penajam”

https://sipp.pn_penajam.qgo.id/list _perkara. Akses 27 Februari 2024.



https://sipp.pn_penajam.go.id/list_perkara

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan di Kec. Sepaku Kab.
Penajam Paser Utara?
2. Bagaimana tinajauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan

ganti rugi lahan IKN Nusantara di Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Melihat prosedur pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah di Kecamatan
Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara. Hasil peneltian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman, gambaran dan masalah-masalah yang dihadapi
pada saat proses mekanisme pengadaan tanah di Kec. Sepaku, Kab. Penajam
Paser Utara.

2. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang ganti rugi pengadaan lahan
IKN yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dan memberikan
penjelasan mengenai dasar hukum yang telah dianalisis dengan kejadian
faktual di lapangan sehingga dapat memberikan wawasan tentang ganti rugi

yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.
Kegunaan riset ini, baik dalam ranah teoritis maupun praktis adalah :

1. Kegunaan Teoritis
Secara khusus, ranah Hukum Perikatan Islam, Hukum Ekonomi Syariah,

Hukum Positif, dan Hukum Ekonomi Umum diharapkan dapat mengambil



manfaat dari kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, upaya
pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Penulis berharap bahwa
pemahaman keilmuan mengenai hukum perikatan Islam, hukum positif, dan
hukum ekonomi syariah yang telah diperoleh di proses kuliah bisa diperluas
dan ditingkatkan melalui penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai saran atau kontribusi bagi pemerintah,
khususnya pemerintah pusat, sebagai pembuat keputusan untuk
memperhatikan nasib warga terkait peralihan tanah untuk kepentingan
pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini juga
bermanfaat sebagai sumbangan ide bagi pemerhati, pembaca, dan mereka
yang akan memperdalam mengenai ganti rugi pengadaan tanah. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan di Fakultas
Syari’ah & Hukum, khususnya di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang ganti rugi pengadaan tanah telah banyak diteliti sebelumnya.
Untuk mendukung penelitian penulis mencoba menelurusi penelitian penelitian
terdahulu yang mempunyai relevansi dengan peneltian penyusun dan kemudian

menentukan posisi penelitian penulis.

Pertama pada persoalan ganti rugi dalam ranah Islam terdiri dari beberapa

penelitian yang ada diantaranya Tesis yang ditulis oleh Rika Fitriani 2018 dengan



judul “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Kepentingann Umum
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan
Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kab. Lampung Selatan)”. Penelitian ini
membahas mengenai ganti rugi pengadaan tanah yang ditinjau dari hukum ekonomi
Islam dan Hukum UUPA dengan mengangkat kasus pembuatan tol sumatra di
wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. yang membedakan dengan riset
yang akan penulis teliti ialah lokasi penelitian dan pisau analisa yang penulis
gunakan. Yang kedua ialah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan

Umum Di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pembuatan Saluran Irigasi

Pertanian)” oleh Ahmad pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun

2021.1

Peneltian tersebut membahas kompensasi pengadaan lahan di Kab. Balangan
yang menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisa. Yang
membedakan dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah lokasi penelitian dan
pendekatan yang digunakan dalam meneliti masalah. Kemudian tulisan Irfan
Papalia judul riset yaitu “Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalaam Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam” tulisan ini diterbitkan

10 Rilka Fitriyani, “Pelaksanan Ganti Rugi Pelepasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam
Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuaatan Tol
Sumatera diWilayah Bakauheni Kab. Lampung Selatan),” Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2018.

1 Ahmad, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanan Kompensasi
Pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum di Kab. Balangan (Studi Kasus pembangunan Saluran
Irigasi Perkebunan),” Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.



pada Jurnal Lex Renaissance Vol.1:3 Januari Tahun 2018.1% Serta yang terakhir
jalah tulisan dengan judul “Pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang

melibatkan pihak swasta Perspektif hukum Islam” oleh Muahid tahun 2017.1

Kemudian pada klasifikasi kedua yakni tinjauan pustaka terkait dengan
pengadaan tanah dengan acuan pada hukum positif, pertama yakni tesis “Analisis
Permasalahan Ganti Rugi Atas Pengadaan Lahan Untuk Pembuatan Proyek Kanal
Banjir Timur di Kel. Cipinang Muara Kota Jakarta Timur” oleh Irma Bagindo di

Universitas Indonesia tahun 2011.*

Kemudian tesis “Kajian Yuridis Pengadaan Lahan Bagi Pelaksanaan
Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Pelebaran Jalan Di
Kabupaten Pangkep)” ditulis Methi Thasik Rombe di UMI Makassar pada tahun
2010."°. Kemudian ialah tesis “Analisis Ganti Kerugian atas Lahan dalam
Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Baru” dari Evayani pada Unhas
Makassar tahun 2021.1° Riset ini sama dengan riset yang dilakukan oleh Irma

Bagindo dan Meti Tasik Rombe sama-sama mengankat tema ganti rugi pengadaan

12 Irfan “Konsep Musyawarah & Kompensasi dalam Pengadaan Lahan untuk Kepentingan
Umum Prespektif Ekonomi Islam,” Jurnal Lex Renaissance, Vol.1:3 (Januari 2018).

13 Muahid, “Pengadan Lahan bagi Kepentingan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
PerspektifHukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peundangan Islam Vol. 7:1 (2017).

14 Irma Bagindo, “Analisis Permasaalahan Gantii Rugi atas Pelepasan Lahan guna
Pembuatan Proyek Kanal Banjir Timur di Kel. Cipinang Muara Kota Jakarta Timur,” Tesis
Universitas Indonesia, 2011.

15 Meti Tasik, “Kajian Yuridis Pengadan Lahan bagi Pelaksanan Infrastruktur untuk
Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Perluasan Jalan di Kabupaten Pangkep)” Tesis Universitas
Muslim Indonesia Makassar, 2010.

16 Evayaani, “Analisis Kompensasi atas Lahan dalam Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di
Kab. Barru” Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
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tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah titik

lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun.

Kemudian ialah tesis dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaan Ganti Rugi
Pembebasan Tanah Pembagunan Bendungan Pamukkulu Kab. Takalar” oleh Erwin
Yanto Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021.1” Penelitian yang dilakukan
Erwing meskipun sama-sama mengakat tema tentang ganti rugi pembebasan lahan
untuk kepentingan umum namum pada penelitian yang dilakukan Erwing lebih
fokus kepada akuntabilitas pemerintah dalam menawarkan kompensasi kepada
warga yang terdampak pembangunan bendungan pammukkulu di Kabupaten

Takalar.

Kemudian ialah terkait dengan penelitian pada pengadaan lahan pada IKN
baru, pertama ialah tulisan oleh Richard Jatimulia Alam Wibowo, dengan judul
“Konstitsionalitas Pengadan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertahanan
Dalam Perspektif Reforma Agraria” yang terbit pada Jurnal Majalah Hukum

NasionaL Vol. 52:1 tahun 2022.18

Kemudian ialah tulis oleh Adrian Fernando Simangusong dengan judul
“Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut

Teori Keadilan Sosial John Rawls” yang diterbitkan pada Jurnal Pertanahan Vol.

17 Erwing Yanto, “Akuntabilitas Proses Pelaksanan Kompensasi Pembebasan Lahan
Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar” Tesis Universitas Hasanuddin Makassar,
2021.

18 Richard, “Konstitusionaltas Pengaadaan Tanah di IKN Baru Bidang Pertahanan Dalam
Sudut Pandang Reforma Agraria,” Jurnal Hukum NasionalL Vol. 52:1 (2022).
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13:1 Juli 2023.%° Selanjutnya iala tulisan oleh Restu Adi Putra, Irham Rahman,
Gentur Cahyo Setiono dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian
Keperuntukan Lahan Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Perspektif
Dampak Lingkungan” yang diterbitkan pada Jurnal Tranparansi Hukum Vol. 6:1

(2023).20

Berdasarakan hasil penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian
terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneltian yang akan penelti lakukan
berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya. Meskipun telah banyak yang
membahas mengenai ganti rugi pengadaan tanah atau lahan namun belum ada yang
meneliti tentang ganti rugi pengadaan lahan di IKN. Selain itu penyusun akan
menginterkoneksikan antara hukum Islam dan hukum psositif terkait ganti rugi

pengadaan lahan di IKN.

E. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat ide, hipotesis, atau kesimpulan yang terorganisir
tentang suatu masalah atau contoh tertentu yang dapat digunakan untuk membuat
perbandingan atau memberikan arahan teoretis. Kerangka kerja teoretis didasarkan

pada teori, yang dapat diterima atau ditolak.?X Teori yang digunakan dalam

19 Adrian Fernando Simangusong, “Pengadaan Lahan Untuk Pembagunan lbu Kota
Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls,” Jurnal Pertanahan Vol. 13:1 Juli
2023.

20 Restu Adi Putra, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keselarasan Keperuntukan Lahan dalam
Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan,” Jurnal Tranparansi
Hukum Vol. 6:1 (2023).

21 M. Soly Lubis, Filsafat llmu & Penelitian (Bandung: Mandar Madju, 1994), him. 80.
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penelitian ini berfungsi untuk menyusun suatu sistem yang terstruktur, membuat
prediksi atau ramalan berdasarkan temuan penelitian, dan memberikan penjelasan
yang memadai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya adalah bahwa
agar sebuah teori menjadi valid, teori tersebut harus didukung oleh data aktual dan
memberikan penjelasan logis yang sesuai dengan hal yang dijelaskan. Kemajuan di
bidang hukum tidak hanya bergantung pada faktor metodologis tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh aktifitas penelitian dan imajinasi sosial, yang semuanya terkait
erat dengan teori.?> Terkait tesis ini terdapat beberapa kerangka teori yang

digunakan, diantaranya ialah:

1. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

Sejak awal, al-Qur'an dan al-Hadis para nabi telah mengartikulasikan
gagasan tentang korban yang meminta ganti rugi, baik mereka yang menjadi
korban kejahatan atau kesalahan sipil. Dengan menggunakan sumber-sumber
ini, para ulama telah mengembangkan beberapa peraturan fikih tentang
kompensasi, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti daman,
ta'widh, dan gharamah. Para ahli hukum Islam klasik memang menggunakan
istilah mas'uliyah madaniyah untuk pertanggungjawaban perdata dan
mas'iliyyah al-jina'iyyah untuk pertanggungjawaban pidana, meskipun pada
awalnya para fugaha tidak menggunakan istilah tersebut. Beberapa

cendikiawan Islamklasik terutama al-Qarafi dan 1zz al-Din Ibn 'Abd al-Salam,

22 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 6.
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memperkenalkan istilah al-jawabir untuk merujuk pada ganti rugi perdata dan
al-jawazir untuk merujuk pada ganti rugi pidana.?®
Jika seseorang, bukan karena kesalahannya sendiri, tidak memenuhi janji,
tidak melaksanakannya dengan baik, terlambat, atau melakukan sesuatu yang
tidak dibenarkan dalam perikatan, maka ia dapat dihukum dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 36: Ingkar janji. Menurut Pasal
3, orang yang ingkar janji dapat didenda, didenda ganti rugi, akad dapat
dibatalkan, risiko dapat dialihkan, denda dapat dijatuhkan, dan biaya perkara
dapat dibayarkan.?*
a. Ganti rugi dalam konsep fa ‘wid
Dalam konteks figh kontemporer, ganti rugi atau kompensasi
disebut sebagai ta ‘wid. Ta ‘wid merujuk pada tindakan mengganti
sesuatu yang rusak dengan barang atau nilai yang setara atau serupa.?®
Perkataan al- 7a ‘wid berasal dari ‘iwad dapat didefinisikan sebagai ganti
atau kompensasi.?® Tu‘wid jika dimaknia secara bahasa berarti
membayar Kkerugian / mengganti kompensasi. Sedangkan menurut

istilah  merupakan menutup kerugian yang disebabkan karena

2 Tbnu Syahru, “Implementasi Kompensasi (Ta‘wid) dalam Hukum Positif,” Jurnal
Ekonomi Islam 9 (2010), him.140.

24 Muslikh Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him.12-20.
%5 Sayyid Sabig, Figh Sunnah 10 (Bandung: Al-Maarif, 1978), him. 158.

%6 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontempurer Arab Indonesia (Yogyakarta:
Multi Karya Grafika, 1998), him. 522.



14

kesalahan.?’ Menurut Wahbah al-Zuhayli, ta‘wid ialah mencegah
kerugian yang terjadi karena pelanggaran atau keliru.?® Ta ‘wid ialah
Sesuatu dianggap rugi jika dijual dengan harga lebih murah dari
biayanya, yang berarti tidak ada keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain,
sesuatu dianggap rugi jika diperoleh dengan imbalan sesuatu yang
hilang atau hilang.?®

Makna yang setara dengan ta ‘wid adalah daman yang merujuk
pada menukar barang yang rusak dengan barang yang sebanding, atau
jika barang langka, dengan barang yang nilainya sama atau lebih.
Kompensasi dapat berfungsi sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim
dalam perilaku yang diancam dengan sanksi za zir, di mana pelaku harus
membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas perilakunya.
Penggantian biaya yang dikeluarkan oleh penerima jaminan sebagai
akibat dari keterlambatan pihak yang dijamin dalam membayar
kewajiban setelah jatuh tempo disebut sebagai za ‘wid dalam konteks

transaksi utang piutang.*

27 Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2013), him. 635.

28 Oni Sahroni dan Adhiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2015), him.156.

29 En Zul Fajri dan Ratu Apriliya, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Diva Publisher,
2008), him.71.

30 Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Umum, 2010), him. 230
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Lembaga keuangan syariah di era ekonomi modern
memberlakukan ta ‘wid sebagai ganti rugi terhadap peminjam yang
merugikan salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Lembaga keuangan Islam hanya dapat meminta ganti rugi atas kerugian
yang nyata, dan metodologinya harus transparan.®* Fatwa DSN-MUI
Nomor 43/DSN-/MUI/V111/2004 tentang ta ‘wid memberi definisi yaitu
menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran / kekeliruan dengan
ketentuan, yaitu kerugian aktual yang bisa dikalkulasi dengan rill
dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang
diasumsikan akan terjadi karena adanya potensi hilang.*

Ta ‘wid yang diartikan untuk menganti kerugian yang dialami oleh
suatu pihak, dapaat berupa uang tunai atau dapat berupa benda. Dalam
penjabaran lain, ketentuan umum yang berlaku pada kompensasi daapt
berupa: pertama, mengganti kerugian dengan barang. Langkah kedua
adalah mengembalikan barang tersebut ke kondisi semula selama
memungkinkan. Mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang
adalah wajib jika tidak memungkinkan. Terakhir, kerusakan yang

diderita sebagai akibat langsung dari penundaan pembayaran adalah

31 Anisa Cantika, “Analisis Pengelolaan Uang Ta’wid di PT. Al Ijarah Finance Cabang
Mataram” (Tesis, UIN Mataram, 2018), him.51.

32 Nadia Anandha Elsanti, “Penerapan Ta’widh (kompensasi) pada Pemegang Syariah
Card” (Tesis, Universitas Airlangga, 2018), him.148.
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dasar dari kompensasi yang harus diberikan oleh orang yang
berkompeten ketika terjadi penundaan pembayaran.®

Kerugian harus dihindari dengan cara apa pun sesuai dengan
prinsip-prinsip fikih. Oleh karena itu, hal-hal seperti: "Jika debitur
berniat untuk melakukan perjalanan atau jika kreditur berniat untuk
melarang debitur melakukan perjalanan, hal-hal berikut ini harus
dipertimbangkan:" sangat penting untuk mempersiapkan diri
menghadapi risiko kerugian. Karena kreditur akan kehilangan
keuntungan yang akan diperolehnya jika tidak menagih tepat waktu,
maka kreditur memiliki wewenang untuk melarang debitur melakukan
perjalanan jika utang jatuh tempo sebelum debitur berangkat. Namun,
jika debitur dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki jaminan yang
cukup untuk melunasi pinjaman saat jatuh tempo, kreditur dapat
mengizinkan mereka untuk melakukan perjalanan. Ide penting di balik
kutipan dari Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni.3
Pendapat 'Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li adalah bahwa kerugian
yang sebenarnya yang diderita sebagai akibat dari penundaan
pembayaran harus digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi
yang harus dibayarkan oleh orang yang berkompeten. Karena

penundaan pembayaran, hal ini tidak dapat dihindari.

33 Sahroni dan Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, him. 155.

34 Herawati, “Analisis Ta’widh (Kompensasi) bagi Debitur Wanprestasi pada Pembiayaan
Murabahah (Perspektif Ekonomi Islam),” him.53.
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Wahbah al-Zuhayli, ganti rugi harus digunakan untuk mengganti
kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran.
Kerugian tersebut harus dihapuskan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, menurut Isam Anas al-Zaftawi. Satu-satunya cara untuk
menghapus kerugian adalah dengan memberikan kompensasi kepada
kreditur yang telah dirugikan; memberikan denda kepada debitur yang
mampu membayar tidak akan membantu mereka. Menunda
pembayaran sama saja dengan mengambil alih kendali. Oleh karena itu,
hukum juga harus konsisten dan menyatakan bahwa siapa pun yang

melakukan ghasab harus membayar harga barang tersebut.*®

b. Ganti rugi dalam konsep daman
Dalam hukum Islam, studi tentang kontrak dan persekutuan
mencakup studi tentang kompensasi. Kata fikih yang berkaitan dengan
kompensasi adalah daman, yang berarti jaminan. Oleh karena itu,
daman mencakup tiga aspek utama jaminan., yaitu:*® jaminan bahwa
orang lain akan hadir di lokasi tertentu, jaminan bahwa barang akan

dibeli, dan jaminan kewajiban seseorang.

% 1bid.

% Aris Anwar Mutagin, Sistem Transaksi Syariah: Konsep Kompensasi dalam Hukum
Muamalah (Jakarta: Pustaka IImu, 2013), him. 14.
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Daman menurut ulama Hanafi adalah menanggung tanggungan
atas hal yang dituntut.*” Dalam pandangan ulama Maliki, daman adalah
bertanggung jawab atas sesuatu karena sebab yang sah. Jika ia
bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak sah, seperti membeli barang
yang tidak sah yang tidak disadarinya, maka harga dan esensi penjualan
tetap sah, tetapi dianggap sebagai properti yang bermasalah dan harus
dibayar jika terjadi kerusakan atau pengembalian, terlepas dari mana
barang atau harga tersebut berasal. Sebaliknya, ketika pemberi hibah
melepaskan kepemilikan atas sesuatu, beban tanggung jawab beralih ke
penerima hibah.
2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Kapasitas
untuk memastikan hukum dalam konteks tertentu adalah aspek pertama yang
harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, sebelum memulai proses hukum,
pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui undang-undang yang
relevan dalam kasus-kasus tertentu. Kedua, keamanan hukum adalah bagian
dari kepastian hukum. Hal ini mencakup perlindungan para pihak dari

ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim.3®

37 1za Hanifudin, “Kompensasi Perspektif Figh Ekonomi” Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5
No 1, (Mei 2020), him.14.

% bid.

% 1.J.Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Penegak Hukum Suatu Tawaran
Kerangka Berfikir (Bandung: PT Revika Adhitama, 2006), him. 82-83.
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Hukum, menurut Kelsen, adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menitikberaktkan pada aspek "Seharusnya” atau "harus”,
dilengkapi dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma adalah
hasil dari aktivitas dan perenungan manusia. Hukum yang berisi aturan umum
mengarahkan individu dalam interaksi sosial mereka, baik di dalam maupun
dalam hubungannya dengan individu lain dan masyarakat luas. Norma
menetapkan batas-batas perilaku sosial setiap orang. Kepastian hukum tercipta

dari keberadaan dan penerapan aturan-aturan tersebut.*°

3. Teori Keadilan Hukum

John Rawls, merupakan tokoh terpandang di abad ke-20, terkenal
melalui karyanya tentang teori keadilan yang dikenal sebagai "Justice as
Fairness” (Keadilan sebagai Keadilan). Tujuan utamanya adalah untuk
mengusulkan sebuah teori keadilan yang dapat menjadi alternatif dalam
menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam teori
keadilannya, Rawls membahas gagasan tentang kontrak sosial, di mana aturan-
aturan keadilan ditetapkan melalui kesepakatan tentang struktur fundamental
masyarakat. Keadilan, dalam pandangan Rawls, terkait erat dengan kejujuran,
yang pada gilirannya berasal dari prinsip-prinsip kesepakatan yang
mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta aturan untuk alokasi sumber
daya masyarakat yang adil. Pendirian awal adalah premis yang mendasari

gagasan keadilan ini. Setelah para pemikir seperti Locke, Rousseau, dan

40 peter Machmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2008), him.158.
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Immanuel Kant mengeluarkan gagasan tentang kontrak sosial-sebuah
konsensus atau sistem perjanjian yang memasukkan prinsip-prinsip keadilan
ke dalam struktur masyarakat-Rawls mengembangkan gagasan tentang

keadilan sebagai semacam kesetaraan.*

Begitu juga dengan pendapat teori lainnya yakni Gustav Radburch yang
membagi menjadi tiga askpek tujuan hukum yang di antaranya salah satunya
ialah keadilan (it serves to justice). yang artinya tidak memihak kepada
siapapun. Tidak berpihak dan tidak berat sebelah kepada yang benar dan tidak
merugikan seseorang dalam dalam pemberian perlakuan kepada setiap pihak
yang disesuaikan dengan hak yang dipunyainya.*? Keadilan merupakan perekat
tatanan kehidupan dalam masyarakat yang mengutamakan adab. Tujuan
dibuatnya suatu hukum yaitu agar masing-masing masyarakat serta
penyelenggara negara melaksanakan sebuah tindakan yang dibutuhkan supaya
terjaganya ikatan sosial serta tujuan hidup bersama dapat tercapai.*®

Maka berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipahami makna keadilan
merupakan mahkota dalam masing-masing tata hukum yang ada, karena
masing-masing tata hukum yang berlaku mempunyai tujuan untuk memberikan

rasa keadilan. Baginya dalam setiap aturan hukum harus mengandung yang

41 Yuanhita, Alifha Cika. Menelah Konsep Keadilan Hukum dalam Teori Keadilan John
Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secaraSepihak terhadap para Pekerja Migran
Indonesia di Luar Negeri. Jurnal Interdisipliner Hukum, llmu Sosial Dan Kemanusiaan , Vol. 3:2,
(November, 2022), him. 130-142.

42 Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan
Pkpu “ PTB”," Jurnal Jatiswara, VVol. 36:3 (November 2021), him. 325-334.

43 Heri Suwantoro, Harmonisasi Keadilan & Kepastian Hukum Dalam Peninjauan
Kembali (Depok: Pranamedia Grup, 2017), him. 228.
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namanya keadilan, sebab ketidak adilan akan melatar belakangi terjadinya
pelanggaran hukum yang memicu kerugian pada setiap pihak yang
bersangkutan.** Berbicara keadilan, sebagaimana yang kita artikan merupakan
kondisi yang sama dengan perlakuan yang sama pula, sehingga memang
keadilan sangat berkaitan dengan hati Nurani seseorang. Adil tidak hanya
berkaitan dengan arti semata, akan tetapi berkaitan erat dengan hidup manusia
dalam keseharian. Sehingga memang jika dikaitkan antara keadilan dan hati
Nurani, maka hati nurani berada pada posisi tertinggi dengan rasa batin yang
terdalam. Maka demikian pula keadilan merupakan ”summum ius summa
inuiria” maknanya keadilan yang paling tinggi yaitu hati nurani. Gustav
juga memiliki pandangan dan penekanan tersendiri, bahwasannya cita
hukum tidak lain daripada keadilan.*

Keadilan menjadi nomor satu diantara tujuan hukum lainnya, hal ini
berangkat bahwasannya cita hukum hanyalah untuk mewujudkan keadilan.
Baginya masalah tentang adil tidak hanya sebatas permasalahan matematika
klasik namun juga merupakan suatu permasalahan yang berkembang seiringan

dengan intelektual manusia serta peradaban masyarakat. Bentuk dari keadilan

4 Bernard LTanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Masyarakat Lintas Ruang dan
Generasi (Jakarta: Genta Publishing 2010), him. 129.

45 Advokat Kontitusi, “ManifestasiTeori Hukum Gustavv Radbruch dan Mazhab
Positiviisme dilndonesia,” https://advokat-konstitusi.com//manifestasi_=teori=tujuan-
hukum=gustav-radbruch-dan=mazhab-positivismeindonesia/3/, akses 15 September 2023.
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ini dapat saja mengalami perubahan akan tetapi ensial dari keadilan itu sendiri
akan selalu ada dalam hidup manusia.*®

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Manfaat dari norma yang sangat penting ialah memberikan
kebahagaian kepada masyarakat sebagai subjek norma. Utilitarianisme hukum
dikatakan memiliki paradigma "the greatest happiness for the greatest number
of people"”. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh bersifat diktator dan
harus melayani masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan
kebahagiaan. Landasan dari tindakan yang dapat meningkatkan kebahagiaan
dan menurunkan penderitaan adalah prinsip kemanfaatan, yang menurutnya

kepuasan adalah ukuran kesenangan dan rasa sakit penderitaan.

Bentham lebih lanjut menjelaskan bahwa keadilan, sebagaimana
ditentukan oleh jumlah orang yang mendapatkan keuntungan dari hukum,
haruslah merupakan komponen dari kepuasan dan kepastian pribadi.
Metodologi yang digunakannya terutama berorientasi pada psikologi
masyarakat terhadap standar-standar yang dapat diterima. Teori Bentham pada
dasarnya menyatakan bahwa hukum harus mencapai sejumlah tujuan untuk

menghasilkan  kesenangan, seperti memastikan mata pencaharian,

6 Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum (Jakarta:
Kencana, 2018), him. 3.
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menyediakan makanan yang cukup, menawarkan keamanan, dan mencapai

kesetaraan.*’

Kemudian pendapat lainnya ialah pendapat dari Gustav. Gustav
mengartikan bahwa kemanfaatan hukum adalah tujuan dari hukum yang wajib
adalah ditujukan kepada sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan.*
Pendapat Gustav terkait dengan kemanfaatan hukum sebenarnya dapat
diselaraskan dengan pendapat yang lainnya seperti halnya pendapat Jeremi
Bentham (1748-1831), secara etis, kebijakan publik mempengaruhi berbagai
macam orang, oleh karena itu pendekatan yang paling obyektif adalah untuk
menentukan apakah kebijakan atau tindakan tertentu membantu atau malah
berdampak negatif pada individu yang bersangkutan. Demikian juga, John
Stuar Mill berpendapat bahwa tujuan dari semua kegiatan haruslah untuk
memaksimalkan kesenangan; dengan demikian, kebahagiaan adalah
keuntungan yang dihasilkan oleh hukum.

Maka demikian dapat dipahami bahwasanya kemanfaatan hukum ialah
berfungsi sebagai maksud hukum yang harus ditujukan pada suatu hal yang
berfaedah atau mempunyai nilai kemanfaatan. Hukum pada hakikatnya

bertujuan untuk menghadirkan kebahagian bagi orang banyak, dan sudah

47 Faradhistia Nur Afifa. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum & Teori Utilitarianisme
Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Hubungan Publik , VVol: 1:4, him. 111-123.

48 DPC Peradi Tasikmalaya, "Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch”,
<https://doi.org/https://peradi-tasikmalaya.or.id/kegunaan-teori-hukum-menurut-gustav
radbruch/#:~:text=Kemanfaatan%20disini%20mempunyai%20arti%20bahwa%20sebagai%20tujua
n%20dari,kondisi%20dimana%?20kasus%20yang%20sama%20diperlakukan%20secara%20sama.>
, akses 10 Juli 2023.
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selayaknya negara untuk menciptakan manfaat sejati kebahagiaan pada

masyarakatnya.*°

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses untuk menemukan hasil tentang suatu hal.
Cara menemukan jawaban tersebut telah terssistematis dalam proses tertentu yang
terstruktur.>® Penelitian ialah salah satu alat utama dalam perluasan ilmu
pengetahuan dan teknologi, karena melalui riset yang sistematis dan konsisten,
analisis dan konstruksi dapat dilakukan. Kata "penelitian™ memiliki makna mencari
kembali, yang memiliki nilai edukatif. Untuk itu, setiap penelitian dimulai dari
ketidaktahuan, berlanjut dengan keraguan, dan kemudian mencapai tahap di mana
hipotesis dapat dibuat (sebagai jawaban yang dapat dianggap benar hingga
dibuktikan sebaliknya.®® Pemilihan metode penelitian bergantung pada tujuan
penelitian, jenis pertanyaan penelitian yang diajukan, dan sumber daya yang
tersedia. Metode yang tepat akan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara

efektif dan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan.

1. Jenis penelitian

49 Advokat Kontitusi, “Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab
Positivisme di Indonesia” https:///advokatkonstitusi.com//manifestasi-teori-tujuan-hukum-
gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/3/, akses 15 September 2023.

50 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) (Jakarta : Rajawali Press, 2003), him 1.

51 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 19.
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Metode dapat dijelaskan sebagai proses untuk menemukan jawaban
atau mengurai suatu masalah. Cara ini telah tersusun secara sistematis dalam
langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.®® Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, melihat bagaimana
ketentuan hukum positif (undang-undang) diimplementasikan dengan
menggunakan kejadian faktual atas kejadian-kejadian hukum tertentu dalam
masyarakat.>® Studi hukum empiris berusaha memahami bagaimana
masyarakat menggunakan hukum. Banyak sudut pandang yang dapat
digunakan untuk menilai hasil operasional hukum dalam masyarakat, seperti
efisiensi peraturan perundang-undangan yang relevan, ketaatan terhadap
hukum, penerapan peraturan hukum, dan fungsi lembaga atau institusi dalam
penegakan hukum. Jenis penelitian ini menyelidiki bagaimana hukum
berfungsi dalam masyarakat, meneliti secara khusus bagaimana pemerintah
pusat melaksanakan ganti rugi lahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk kepentingan umum, yang mungkin tidak sesuai dengan regulasi yang
berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam atau ekonomi
syariah. Dengan demikian, penelitian semacam ini dapat diklasifikasikan

sebagai penelitian hukum normatif-empiris.

2. Pendekatan Penelitian

52 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Mandar Maju, 2006),
him. 34.

%3 bid., hIm.8-9.
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Pemilihan pendekatan penelitian tergantung pada tujuan penelitian,
pertanyaan penelitian yang diajukan, dan sifat fenomena yang diteliti.
Kombinasi pendekatan penelitian yang tepat dapat membantu peneliti
mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan holistik tentang topik yang
diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif, yaitu suatu jenis
analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari informasi
yang diberikan oleh responden secara lisan atau tertulis.>* Berdasarkan uraian
di atas, maka tujuan riset ini ialah menganalisis proses kompensasi lahan guna
kepentingan umum di Kecamatan Sepaku dengan melihat realita yang terjadi
di masyarakat kemudian menyelaraskan dengan hukum positif dan hukum

Islam.

3. Sumber Data
a) Primer
1) Dokumen
Dokumen adalah surat tertulis atau cetak yang dapat memberikan
informasi serta dapat dipakai sebagai keterangan.>® Dalam hal ini yaitu
UUD Negara 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,
hukum adat, traktat atau doktrin, dan hukum Islam yang membahas

mengenai ganti rugi.

54 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University press,
2020), him. 87.

% 1bid.
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2) Wawancara
Wawancara merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi dengan
mengajukan pertanyaan atau komentar kepada seseorang Yyang
seharusnya dimintai informasi.>® Dalam penelitian lapangan ini, aparat
pemerintah setempat dan warga di wawancarai mengenai proses ganti
rugi dan permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut. Data ini
adalah sumber utama peneliti. Setelah mengambil data peneliti
melakukan  deskripsi data dan  menganalisis data  serta
menghubungkannya dengan masalah.

b) Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tidak langsung dari topik

kajian, melainkan dari sumber lain. " Dalam hal ini, buku-buku dan karya

ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti-kompensasi pembebasan

lahan-serta jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum,

berita, dan fikih muamalah merupakan data sekunder penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau wilayah di mana penelitian
dilakukan dan data dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting

karena dapat memengaruhi validitas, generalisabilitas, dan relevansi hasil

%6 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), him. 17.

" bid.
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penelitian. Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur menjadi lokasi penelitian ini, yang bertujuan untuk mengumpulkan data
atau informasi yang lebih komprehensif sehingga temuan-temuannya dapat
benar-benar dijelaskan. Sekitar satu bulan waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan penelitian ini. Salah satu tempat yang paling berpengaruh terhadap
rencana pembangunan IKN adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga penulis termotivasi untuk melakukan

penelitian di sana.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua strategi berbebda untuk menghimpun
indormasi, yaitu pengumpulan data primair dan sekunder. Perincian kedua

metodologi tersebut yaitu:

a) Data Primair
Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung yang ekstensif
dan analisis dokumen peraturan yang mengatur remunerasi untuk
kepentingan publik. Perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat
setempat diwawancarai mengenai prosedur kompensasi dan isu-isu yang
ada. Peneliti dalam prosedur ini telah mengembangkan pedoman
wawancara (panduan wawancara) yang merupakan alat yang digunakan

untuk melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah
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masyarakat di Kecamatan Sepaku yang terlibat aktif dalam ganti rugi
lahan.
b) Data Sekunder

Selain buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini,
metode pengumpulan data sekunder juga meliputi pengumpulan dan
pencatatan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel, hasil-hasil
penelitian, makalah-makalah hukum, berita-berita, dan fikih muamalah.
Data sekunder dapat digunakan untuk membantu menganalisis data
bersama dengan pandangan atau gagasan para ahli tentang masalah yang

diteliti.

6. Analisis Data

Proses analisis data meliputi penelitian lapangan dan studi literatur.
Analisis data kualitatif adalah proses mendeskripsikan data dalam kalimat yang
berkualitas, spasi konsisten, logis, dan efektif tanpa tumpang tindih, sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman kesimpulan penelitian.®

Tahap pertama dalam mengklasifikasikan dan mengorganisasikan data
primer yang telah dikumpulkan dari lapangan secara metodis dan konsisten
agar dapat dianalisis adalah dengan memastikan data tersebut jelas dan
komprehensif. Untuk digunakan sebagai referensi dalam analisis, data

sekunder dari literatur juga dipilih dan dikumpulkan secara metodis.

%8 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 33.
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Penulis akan menganalisis secara deskriptif dan analitis temuan data
penelitian dari penyelidikan lapangan serta literatur. Khusus mengenai fakta-
fakta yang terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini,
deskriptif berusaha memberikan gambaran menyeluruh namun tetap metodis.
Dengan menggunakan metodologi kualitatif, hasil penelitian diinterpretasikan
secara metodis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
permasalahan yang diteliti. Metode analisis deskriptif menyajikan fakta apa
adanya, kemudian mendasarkan temuannya pada instrumen analisis seperti
teori dan/atau persyaratan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memahami
cara pihak-pihak terkait menggunakan kompensasi dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dalam pengembangan IKN di Kabupaten Penajam

Paser Utara.

G. Sitematika Pembahasan

Kajian ini akan disusun menjadi lima bab yang merupakan satu
kesatuan yang kohesif. Bab | berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang
meliputi sejarah topik, masalah utama, tujuan penelitian (baik umum maupun
khusus), evaluasi literatur untuk menjamin kredibilitas penelitian, kerangka

teori, teknik penelitian, dan struktur dokumen penelitian ini.

Pada Bab 2, akan mengkaji prinsip-prinsip Hukum Islam dan Hukum
Positif dalam kaitannya dengan masalah kompensasi pembebasan tanah. Hal

ini mencakup etimologi tanah dalam sudut pandang Islam, konteks sejarah
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peraturan perundang-undangan dan pengadaan tanah, ganti rugi menurut
hukum Islam dan hukum positif, konsep kepastian hukum, konsep pengamanan
hukum, proses perolehan kepemilikan tanah. hak, pelaksanaan pengadaan

tanah, dan ganti kerugian disediakan pemerintah.

Bab 111 akan memaparkan secara menyeluruh pokok bahasan penelitian
yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan memberikan gambaran
luas mengenai subjek penelitian, termasuk letak geografis Kabupaten Penajam
Paser Utara. Sub bab kedua akan fokus pada kondisi subjek penelitian saat ini.
Aspek kedua adalah penyebaran informasi faktual dan data penelitian,

termasuk hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai sumber.

Pada Bab IV akan dikaji penelaahan hukum Islam dan hukum positif
tentang kebijakan pemerintah mengenai ganti rugi pembelian tanah. Tulisan ini
akan memberikan kajian penulis terhadap beberapa aspek utama prosedur
pengadaan tanah, termasuk sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, dan
bagaimana kedua perspektif ini dapat dihubungkan untuk menjamin
kompensasi yang adil atas pengadaan tanah, khususnya untuk pengembangan

IKN di Kalimantan Timur.

Bab V akan memberikan temuan definitif dan mengusulkan
rekomendasi. Kesimpulan akan memberikan gambaran singkat tentang semua
temuan penelitian terkait dengan topik penelitian, berdasarkan hasil analisis

data yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Rekomendasi akan diambil dari
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temuan penelitian, yang menguraikan tindakan yang perlu dilakukan oleh

pemangku kepentingan terkait dalam menanggapi hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Secara umum, program kompensasi lahan IKN di Kecamatan Sepaku
mengikuti semua peraturan yang relevan dan memenuhi semua persyaratan
yang diperlukan. Program ini terdiri dari empat tahap: perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Selama perencanaan,
pemerintah membuat dokumen perencanaan pembebasan lahan yang
menguraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan, memilih area dan
lokasi lahan yang akan dibutuhkan, memperkirakan nilai lahan, dan
membuat anggaran. Selama persiapan, pemerintah menginformasikan
rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi pembangunan, mendata
semua pihak yang berhak, mengadakan konsultasi publik, dan akhirnya
memutuskan lokasi pembangunan. Tahap ketiga ialah pelaksanaan. Setelah
ditetapkan lokasi lembaga pertanahan mengiventarisasi dan identifikasi
lokasi rencana pembangunan, menujuk tim penilai independen dan
melakukan musyawarah antara pihak yang berhak dan lembaga pertanahan.
Pada proses musyawarah lembaga pertanahan menyerahkan sepenuhnya
nilai ganti rugi kepada tim penilai independen. proses musyawarah
lemabaga pertanahan hanya menyampaikan hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya kepada masyarakat. Sehingga asas keadilan prinsip
musyawarah sulit tercapai karna warga tidak bisa melakukan negosiasi

terhadap hasil yang telah ditetapkan atau memilih opsi-opsi lain selain ganti

105
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rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tahap terakhir yaitu peyerahan hasil.
Pada tahap ini lembaga pertnahan menyerahkan hasil pengadaan lahan
kepada instansi yang membutuhkan lahan kemudian melaksanakan

pembangunan.

2. Secara garis besar hukum Islam dan hukum positif mengatur mengenai proses
ganti rugi. Dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai analisis ganti

rugi hukum positif dan hukum Islam vyaitu :

a. Analisis hukum positif
Di Indonesia pemerintah telah membuat regulasi yang cukup detail
tentang proses ganti rugi lahan untuk kepentingan umum. Hal
tersebut seharusnya mempermudah segala proses ganti rugi lahan di
lapangan. Namun faktanya masih banyak problematika yang terjadi
terutama mengenai nilai kompensasi yang di telah tentukan oleh tim
penilai independen. Proses ganti rugi lahan IKN di Kecamatan
Sepaku menurut hemat penulis masih ada beberpa hal-hal yang
harus di perhatikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang
mengajukan gugatan ke Pengadilan akibat ketidakpuasan dengan
nominal kompensasi ganti rugi yang diberikan. Selain itu sebagian
warga juga berharap opsi ganti rugi yang ditawarkan tidak hanya
uang hanya uang melainkan lahan baru atau penggantian permukinan

yang layak kepada warga yang terdampak. Hal tersebut sebenarnya
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bisa saja dilakukan oleh pemerintah karna di dalam Undang-undang

jelas mengatur mengenai bentuk ganti rugi.

. Analisis hukum Islam

Hukum Islam mengenal ganti rugi di kenal dengan istilah za ‘wid.
MUI sebagai representasi Ulama dan Umara di Indonesia
mendefinisikan ta ‘wid ialah Menangani kerugian yang timbul karena
pelanggaran atau kesalahan dilakukan dengan ketentuan bahwa
hanya kerugian nyata yang dapat dihitung dengan jelas yang akan
diupayakan untuk mendapatkan pembayaran. Proses ganti rugi ganti
rugi lahan IKN di Kecamatan Sepaku pemerintah telah sesuai dengan
hukum Islam dengan menghitung seluruh kerugian rill terhadap
warga yang terdampak pembangunan IKN seperti tanah tumbuh,
bangunan dan lahan. Ganti rugi dalam hukum Islam tidak terpatok
pada pemberian kompensasi namun juga dapat dilakukan dengan
mengganti atau memberikan barang yang setimpal kepada warga
yang terkena dampak. Hal ini menjadi titik temu antara hukum Islam
dan hukum positif jika ada warga yang meminta ganti rugi dengan

pemberian lahan baru atau permukiman yang layak.
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B. SARAN

1. Perlunya pengembangan mekanisme musyawarah yang efektif dan efisien,
terutama dalam konteks penetapan nilai ganti rugi. Seiring dengan itu,
penting untuk mempertimbangkan bahwa berita acara dari musyawarah
tersebut akan menjadi pedoman dalam menangani klaim kerugian. Hal ini
menjadi semakin krusial mengingat tingginya jumlah gugatan yang diajukan
setelah musyawarah selesai. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme
musyawarah Yyang dapat meminimalkan kontroversi, meningkatkan
transparansi, serta memastikan keadilan dalam penetapan nilai ganti rugi
menjadi sangat penting. Diharapkan tim penilai independen mampu
mengidentifikasi potensi lonjakan harga lahan di wilayah yang terkena
dampak pembangunan IKN. Dengan demikian, harga kompensasi yang
diberikan kepada masyarakat yang berhak dapat disesuaikan agar dapat
bersaing dengan nilai jual tanah yang berlaku pasca penetapan IKN. Langkah
ini menjadi penting untuk memastikan bahwa warga yang terkena dampak
pembangunan tidak dirugikan secara finansial dan mendapatkan kompensasi
yang setimpal dengan nilai properti yang sebenarnya. Keberadaan tim penilai
independen menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam
proses penetapan ganti rugi.

2. Pemerintah seharusnya dapat menjalankan opsi-opsi ganti rugi yang telah
diatur oleh Undang-undang. Warga yang memiliki lahan berada pada posisi
yang lemah dalam hal proses tawar menawar dalam ganti. Hal ini tentunya

akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap proses ganti rugi. Pemberian
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opsi tersebut dapat meminimalisir proses sengketa yang terjadi di lapangan
akibat ketidakpuasan terhadap nominal yang diberikan. Dengan memperluas
opsi ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum, pemerintah dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penilaian dan

kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
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